PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARA N AIR

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN ,

bahwa pengelolaan sumber daya air dan peng@mgancemaran air secara
menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan phidertujuan untuk
mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang bejkéda untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat;

bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakulemgelolaan kualitas air
dan pengendalian pencemaran air secara bijaksamgamlenemperlihatkan
kepentingan generasi sekarang dan mendatang ssegrtbangan ekologis;
bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendaliacepeswran air di wilayah
Kota Pasuruan merupakan sebagian urusan PemekiotatiPasuruan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuita, b dan ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang PengelolaaritakuaAir dan
Pengendalian Pencemaran Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahi®54 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota KecilJdiva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 188€ng Konservasi
Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (LeambBlegara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan LembaragarndeRepublik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahur28ftang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nobhd®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 919@ntang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas datipKior Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat@®© Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@fai)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2@ang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat®®4 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®ior)4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 42Q@ntang
Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan (Lembiegera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaragarndeRepublik
Indonesia Nomor 4389);
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10.

11.

12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahur®042 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &si@anTahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik esianNomor 4437)
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengamandndndang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NeganauiRtéx Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Riepiiglonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun/2@dtang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun7 28@mor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffis)4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 92(G@ntang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (laeanb Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buifal982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkRas$uruan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Wintal983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teritatkum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu83 18omor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2f)3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1Buifal999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracungaeiena diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2RAuimal999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8RBuifa2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian PencenfirglLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, TambahamHdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4161)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Buifa2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraannihan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMohé®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Buifa2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuw062 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Not6a#)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3Buiffa2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintalat,PEBemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupattafKembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahamhbagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buifa2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Riépiridonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtionesia Nomor
4858);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 481i1&008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun8 2B@mor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#889);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 TaBR007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&eradarundang-
undangan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik IndonNsiamor 49/PRT/1990
tentang Tata Cara Persyaratan Izin PenggunaareAiathu Sumber Air;
Keputusan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  Nomor Kep
51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair B&gigiatan Industri;

23. Keputusan Menteri Negara........

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

2



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Keputusan  Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor Kep
52/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair B&gigiatan Hotel;
Keputusan  Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor Kep
58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair B&ggiatan Rumah
Sakit;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor-KR8MENLH/1/1998
tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Induystri

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomorahun 2001 tentang
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Resgdingkungan
Hidup Daerah;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomoriTa6un 2002 tentang
Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hicgp Bejabat
Pengawas;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomofTa8un 2002 tentang
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/ igaben/Kota;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomofiT&Bun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungduap Hian Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomoriT@aun 2006 tentang
Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongkwan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Repubitkonesia Nomor 11
Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ataatéfedrang Wajib
Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkumbiadup;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 TaR008 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemairadi Propinsi Jawa
Timur.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2&@tang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KB@suruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 280&ng Urusan
Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah KaariRan Tahun 2008,
Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahunt2d@@hg Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota BasuTahun 2008,
Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahunt20@&#hg Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daem@th Rasuruan Tahun
2008, Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN K UALITAS AIR
DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkatath sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yamgpakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakukaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perskxioaga, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMBR)gan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, da@asiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organsasial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lain®ymasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di ataspan di bawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukagrtanah, air hujan, dan
air laut yang berada di darat.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dankuatan yang terdapat
pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemelihasarsehingga tercapai
kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannydulki menjamin agar
kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencedahapenanggulangan
pencemaran air serta pemulihan kualitas air untakjamin kualitas air agar
sesuai dengan baku mutu air;

Mutu air adalah kondisi kualitas yang diukur damuatdiuji berdasarkan
parameter-parameter tertentu dan metoda tertentdassrkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilaasih layak untuk
dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Kriteria mutu air adalah tolok ukur untuk setiapaseair.

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mkkhtup, zat, energi atau
komponen lain yang ada atau harus ada dan atau yesicemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam air.

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air gyamenunjukkan kondisi
cemat atau kondisi baik pada suatu sumber air datakiu tertentu dengan
membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya ataasdkkannya makhluk
hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke ddlagkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sakgadingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungesuai dengan
peruntukkannya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yangimiertkan perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisak/atau hayatinya yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi laggsuai dengan
peruntukannya.

Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencgamgr terkandung
dalam air atau air limbah.

Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/ataatakegeng membuang
dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan kaemptain dalam ukuran
batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber ai

19. Daya tampung.........
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19. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampupadarsuatu sumber
air, untuk menerima masukan beban pencemaran targregakibatkan air
tersebut menjadi cemar.

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.

21. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan kegiatan yang berwujud
cair.

22. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadswir pencemar dan atau
jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaatalge air limbah yang
akan dibuang atau di lepas ke dalam sumber air sleiu usaha dan atau
kegiatannya.

23. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang @iakan dengan volume
dan kadar pencemaran.

24. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pembegiagaahan, petunjuk,
bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meninglatkinerja dalam
pelaksanaan pengelolaan air.

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjatdisingkat AMDAL
adalah kajian dampak besar dan penting suatu wahatau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlldagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan ajiatake

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya gkainUKL adalah upaya
yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukaandahngka pengelolaan
lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan wi@nupakan upaya
pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

27. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya diatrigPL adalah upaya
yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukaandahngka pemantauan
lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan wi@nupakan upaya
pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

28. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah adalah pejapgawas lingkungan
yang diangkat dan dilantik oleh Walikota.

29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dikuieh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan kuktmembuat terang
tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangk

BAB Il
KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemairadiselenggarakan
secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (lkukidla pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 3

Penyelengaraan pengelolaan kualitas air dan pealy@nd pencemaran air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dild@analeh pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjanmualikas air yang dinginkan
sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alaya.

(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamalitas air agar sesuai
dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan damanggulangan
pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

(3) Upaya pengelolaan.....

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
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(3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimadshadn ayat (1) dilakukan
pada :
a. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan
b. akuifer air tanah dalam.

(4) Upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana slichgkada ayat (2)
dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksdd pgat (3).

(5) Ketentuan mengenai pencemaran kualitas air sebagaiimaksud pada ayat
(3) huruf c ditetapkan dengan peraturan perundamglangan .

BAB Il
PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 5
Pemerintah Kota melakukan pengelolaan kualitadidota Pasuruan.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Air

Pasal 6

(1) Pemerintah Kota menyusun rencana pendayagunaan air.

(2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimanraksdd pada ayat (1)
wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi efisl, nilai-nilai agama
serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakatngeit.

(3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksudagatgl) meliputi
potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadaagaberdasarkan
ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasatiEanfungsi ekologis.

Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 7

(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat)ds :

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakémk air minum, dan
atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutyaag sama dengan
kegunaan tersebut;

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunak&wkiprasarana/sarana
rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, pel@maair untuk mengairi
pertanaman, dan/atau peruntukkan lain yang memgrat&an mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut;

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunak#onk pembudidayaan
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi g®man, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sdemgan kegunaan
tersebut;

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunak#ok mengairi,
pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempatkgarmutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut.

(2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimdimaaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiark tiggpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
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Pasal 8

(1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam7/R#iapukan berdasarkan
pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemdrirfata berdasarkan
wewenangnya sesuai dengan peraturan perundanggardgang berlaku.

(2) Pengkajian untuk menetapkan kelas air sebagaimameksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air,Dan Status Mutu Air

Pasal 9

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengikdelas air dan kriteria mutu
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

(1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang betaldan wilayah Kota
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota;

(2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pgala (&) dilakukan
sekurang-kurangnya 6 (enam ) bulan sekali.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada aydis@hpaikan kepada
Gubernur.

(4) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas aigagbana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan;
a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi bakiu air;
b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku murtu a

(2) Pedoman penentuan status mutu air dan penentugkatiim cemar dan
tingkatan baik mutu air sebagaimana dimaksud pada @) diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemaka Pemerintah Kota
sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya pemamggn pencemaran
dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan musasaran.

(2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baiaka Pemerintah Kota
sesuai dengan kewenangannya mempertahankan danfagsuingkatkan
kualitas air.

Pasal 13

Untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air imlgdalam rangka pengendalian
pencemaran air dilakukan oleh laboratorium yangnglitk Walikota.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutuatu mutu air limbah dari
dua/atau lebih laboratorium maka dilakukan versgikigmiah terhadap analisis
yang dilakukan.

(2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada aypti{hkukan oleh Walikota
dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
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BAB Il
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 15

Pemerintah Kota melakukan pengendalian pencemargmada sumber air yang
berada di wilayah Kota Pasuruan.
Pasal 16

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dadagka pengendalian
pencemaran air pada sumber air berwenang :

menetapkan daya tampung beban pencemaran,;

melakukan inventarisasi dan identifikasi sumbercpemar;

menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikadapanabh;

menetapkan persyaratan pembuangan air limbah k¢sairsumber air;
memantau kualitas air pada sumber air; dan

memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan anut

~p oo oW

Pasal 17

Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber penaesedhagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b disampaikan kepada Gubernur sbesgkala sekurang-kurangnya
1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

(1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran aiagkiEn daya. tampung
beban pencemaran air pada sumber air.
(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimzaiesud dalam
ayat (1) dilakukan secara berkala sekurangkurangrfirmna) tahun sekali.
(3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaledach ayat (1)
dipergunakan untuk :
a. pemberian izin lokasi;
b. pengelolaan air dan sumber air ;
C. penetapan rencana tata ruang ;
d. pemberian izin pembuangan air limbabh;
e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pealggmpencemaran air.
(4) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimakaud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Perizinan Pembuangan Air Limbah

Pasal 19

(1) Setiap orang atau Badan yang akan membuang aialtiké prasarana dan/atau
sarana pengelolaan air limbah yang disediakan Bletmerintah Kota wajib
mempunyai izin.

(2) Permohonan izin diajukan kepada Walikota dan dkepgdengan persyaratan
yang telah ditentukan.

(3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan darbgan izin diatur dengan
Peraturan Walikota..

Bagidetiga.....

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
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Bagian Ketiga
Retribusi Pembuangan Air Limbah

Pasal 20

(1) Setiap orang atau Badan yang membuang air limbapr&sarana dan/atau
sarana pengelolaan air limbah yang disediakan dbemerintah Kota
dikenakan retribusi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pketadengan Peraturan
Walikota.

Bagian Keempat
Penanggulangan Darurat

Pasal 21

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat ranga@nanggulangan
pencemaran air pada keadaan darurat dan/ ataudkegalag tidak terduga lainnya.

Pasal 22

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana didalalam Pasal 21, maka
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajibkoi&la penanggulangan dan
pemulihan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 23

(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terggiagcemaran air, wajib
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan setmgadimaksud pada
ayat (1) wajib mencatat :

a. tanggal pelaporan;
b. waktu dan tempat;
c. peristiwa yang terjadi;
d. sumber penyebab.
e. perkiraan dampak.

(3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sSetagadimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnyagda)(thari terhitung sejak
tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskanya#éep/Valikota.

(4) Walikota. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wagbakukan verifikasi
untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya ggiman terhadap
pengelolaan kualitas air dan/atau terjadinya peacamair

(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud paglat (4) menunjukkan
telah terjadinya pelanggaran, maka wajib memerka@ahpenanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelaamyg dan/atau
pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 24

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kedidt melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal a23(5y Walikota dapat
melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuikesiakannya atas beban
biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatanbgaisgngkutan.

Pasal 25......
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Pasal 25

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatarpitiiak ketiga yang ditunjuk
untuk melakukan penanggulangan pencemaran airetaalfhan kualitas air, wajib
menyampaikan laporannya kepada Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak

Pasal 26

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitgang baik.

(2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk merndapainformasi
mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitaseata pengendalian
pencemaran air.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan sertardedngka pengelolaan ,
kualitas air dan pengendalian pencemaran air sgsei@turan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 27

Setiap orang wajib :
a. melestarikan kualitas air pada sumber air ; dan
b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air.

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kediatkewajiban memberikan
informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksakaaajiban pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 29

Pemerintah Kota wajib memberikan informasi kepadasyarakat mengenai
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencenaara

Pasal 30

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiataib wagnyampaikan
laporan tentang penaatan persyaratan izin apké@abmbah pada tanah.

(2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiataib wagnyampaikan
laporan tentang penaatan persyaratan izin pembnaaigdimbah ke air atau
sumber air.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan@yafjib disampaikan
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan #ep¥alikota dengan
tembusan disampaikan kepada Gubernur.

(4) Tata cara pembuatan dan penyampaian laporan seizagaidimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI ....

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
10



BAB VI
PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama
Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 31

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memaanfaaik limbah ke tanah
untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin bisrtlari Walikota

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayatida¥arkan pada hasil
kajian AMDAL atau kajan UKL dan UPL.

(3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan darbjtan izin diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 32

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatimbah ke tanah

(2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pgdt (2), pemrakarsa
mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

(3) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajisangy diajukan oleh
pemkarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana kdumdapada ayat (4)
menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tamdbkuaplikasi pada
tanah layak lingkungan, maka Walikota menerbitkaim ipemanfaatan air
limbah

(5) Penerbitan pemanfaatan air limbah sebagaimana dudalkada ayat (5)
diterbitkan dalam jangka waktu selambat-selamba®@ygsembilan puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohdngn.

(6) Tata cara pengkajian sebagaimana dimaksud pada (hyadiatur dengan
Peraturan Walikota.

Bagian kedua
Pembuangan Air Limbah

Pasal 33

Setiap penanggung usaha dan/atau kegiatan yanguaamhir limbah ke air atau
sumber air wajib mencegah dan menanggulangi tefjagpencemaran air

Pasal 34

(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yamdpua@g air limbah ke
air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yhtegapkan dalam izin.
(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sefaga dimaksud pada
ayat (1) wajib dicantumkan:
a. kewajiban untuk mengolah limbah;
b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yanghbdibuang ke media
lingkungan;
C. persyaratan cara pembuangan air limbah;
d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedanggilangan
keadaan darurat;

e. persyaratan ...............
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e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu danasielimbah;
persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil persagk analisis mengenai
dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan peladjan pencemaran
air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib mefaksen analisis
mengenai dampak lingkungan ;
g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satpedégpasan dadakan ;
h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbaandalpaya penaatan
batas kadar yang diperyaratkan ;
i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untakaporkan hasil
swapantau.

(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksiadayat (1) bagi air
limbah yang mengandung radioaktif, Walikota wajilendapat rekomendasi
tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggaweglp di bidang tenaga
atom.

—h

Pasal 35

(1) Walikota dalam menentukan batas mutu air limbah gyafinginkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) didaspada daya tampung
beban pencemaran pada sumber air.

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagadimaksud pada ayat
(1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu aibdim yang diizinkan
ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nakiona

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuangndiahi ke air atau sumber
air wajib mendapatkan izin tertulis dari Walikota.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayatiqa¥arkan pada hasil
kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL.

Pasal 37
(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangdiméiah ke air atau
sumber air.
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ipuiel sekurang-
kurangnya :

a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, damémn
b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pgdt (2), pemrakarsa
mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

(4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajisangy diajukan oleh
pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana kdudapada ayat (4)
menunjukakan bahwa pembuangan air limbah ke au stenber air layak
lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pemigaamair limbah.

(6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimanakdud pada ayat (5)
diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatrnygsembilan puluh ) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin

(7) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan daerbgtan izin diatur
dengan Peraturan Walikota.

(8) Pedoman kajian pembungan air limbah sebagaimanakdid pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 38.....
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Pasal 38

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/gés ke dalam air dan
sumber air.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 39

(1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan untuk menikgkatketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalanelpk@mn kualitas air dan
pengendaliaan pencemaran air.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)utirelip
a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundaaepagan yang

berkaitan dengan pengelola lingkungan hidup;
b. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

(3) Pemerintah Kota melakukan upaya pengelolaan dan/gt@mbinaan
pengelolaan air limbah rumah tangga.

(4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagairdemaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Ima@gun sarana dan
prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.

(5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimanautirpakia ayat (4) dapat
dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketigsuaedengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

(1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap panapersyaratan yang
tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalaal Basyat (2)

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud daltatth)adilakukan oleh
pejabat pengawas lingkungan daerah.

Pasal 41

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan kakém pengawasan terhadap
penataan persyaratan yang tercantum dalam izin kolela usaha dan/atau
kegiatan.

Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawasutiggh sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 40 ayat (2) dan Pasal 41 bangen

a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, tpetao, perekaman
audio visual, dan pengukuran;

b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkegemt karyawan
yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan pgatnpemerintahan
setempat;

c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuatnoagang diperlukan,
antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKIPL, data hasil
swa pantau, dokumen surat keputusan organisasgiean;

d. memasuki.....
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d. memasuki tempat tertentu;

e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkafr, lanbah yang
dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;

f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam prosekiksp utilitas, dan
instalasi pengolahan limbabh;

g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.

(2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksamh dght (1) huruf ¢
meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, petaatdandekripsi yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 43

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnyamefiiperlihatkan surat tugas
dan/atau tanda pengenal.

BAB VI
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 44

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatgnnyalanggar ketentuan Pasal
18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pas&a&sgl 30, Pasal 29, Pasal 30, Pasal
32, Pasal 35, dan/atau Pasal 37, Walikota berwenaegjatuhkan sanksi
administrasi.

Pasal 45

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatgmyalanggar ketentuan Pasal
21, Walikota berwenang menerapkan paksaan pentfeaimtztau uang paksa.

Bagian Kedua
Ganti Kerugian

Pasal 46

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencendaraatau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian padagtain atau lingkungan
hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atagiaten untuk
membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindedentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakkan tertes¢bagaimana
dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkarbgganan uang paksa
atas setiap hari keterlambatan penyelesaian timd&keentu tersebut.

Bagian Ketiga
Sanksi Pidana

Pasal 47
Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 20, PasBh&6él 27, Pasal 32, Pasal 33,

Pasal 36 dan/atau Pasal 37, yang mengakibatkaditerpa pencemaran air diancam
dengan pidana sesuai peraturan perundang-undaaggrbgriaku.

BAB IX....
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakaméaah untuk aplikasi pada
tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun set@sdahgkannya Peraturan
Daerah ini wajib memiliki izin pemanfaatan air bah pada tanah dari
Walikota.

(2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beropkeism memiliki izin
pembuangan air limbah ke air atau sumber air, nozkam waktu satu tahun
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib peeabeh izin
pembuangan air limbah ke air atau sumber air datikdta. .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, makaa ketentuan pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air yaleg sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, separtjdal bertentangan atau belum
dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru bekdasBeraturan Daerah ini.

Pasal 50

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatuh l&mjut dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 51
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahR&stiaruan.
Ditetapkan di  Pasuruan

pada tanggal 20 Nopember 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI
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Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011
NOMOR 10

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,
SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat |
NIP. 19570216 198603 1 006
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARA N AIR

UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajap orang banyak. Sehingga
perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat badjupg dan kehidupan manusia serta makhluk
hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kuakiassehingga dapat dimanfaatkan sesuai
dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka pepaya pelestarian dan atau pengendalian.
Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk rileana fungsi air agar kualitasnya tetap pada
kondisi alamiahnya.

Pelestarian kualitas dan pengendalian air dilakydeaa:

1. sumber air yang terdapat pada hutan lindung;
2. mata air yang terdapat di luar hutan lindung;
3. akuifer air tanah.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang saegang maka harus dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untukaiitupelu dikelola agar kualitas dan
kuantitasnya dan bermanfaat bagi keidupan dangiedlipan manusia serta makluk hidup lain
agar berfungsi secara ekologi, guna menunjang pegoinan yang berkelanjutan. Di satu pihak,
usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air pardpya guna, tetapi di lain pihak
berpotensi menimbulkan dampak negatif antara lamifa pencemaran yang dapat mengancam
kesediaan air, daya guna, daya dukung, daya tamgamgroduktifitasnya. Agar air bermanfaat
secara lestari dan berkelanjutan , maka dalam get@an pembangunan harus dilakukan
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencenaara

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan lauaita yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota meliputi pula program kerja pengéad pencemaran dan pemulihan kualitas
air secara berkesinambungan. Pemerintah Kota miedak pengelolaaan kualitas air lintas
Kabupaten/Kota dengan menentukan baku mutu air yabhip ketat dan/atau penambahan
parameter pada air yang lintas Kabupaten/Kota sertéber air yang pengelolaannya berada
dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yatakokan pengelolaan kualitas air.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dalgmasal ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tagsirsalah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasall-pa
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 Ayat (1) . Yang dimaksud pendekat&osistem adalah keterpaduan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air ydaguétan
melalui upaya koordinasi antara Pemerintah Kotayyaerada
dalam kesatuan ekosistem air dan/atau satu kesatuan
pengelolaan sumber daya air antara lain DaeralarABungai
(DAS) dan Daerah Pengaliran Sungai (DPS).

Ayat (2) . Cukup jelas
Pasal 3 . Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (3) huruf b :  Yang dimaksud dengaAkuifer atau Lapisan Pembawa Air
adalah lapisan batuan jenuh air yang dapat menyinjaa
meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
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Pasal 5 . Cukup jelas

Pasal 6 . Rencana pendayagunaan air diperlukan mdatangka
menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran gggnin
diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Pasal 7 : Yang dimaksud klasifikasi mutu air adglendekatan untuk
menetapkan mutu air dari tiap kelas.
Pembagian kelas berdasarkan pada tingkatan mutaaair

kegunaannya.
Pasal 8 . Cukup jelas
Pasal 9 . Cukup jelas
Pasal 10 . Cukup jelas
Pasal 11 . Cukup jelas
Pasal 12 . Cukup jelas
Pasal 13 . Cukup jelas
Pasal 14 . Cukup jelas
Pasal 15 . Cukup jelas
Pasal 16 . Cukup jelas
Pasal 17 . Cukup jelas
Pasal 18 . Cukup jelas
Pasal 19 . Cukup jelas
Pasal 20 . Cukup jelas
Pasal 21 . Cukup jelas
Pasal 22 . Cukup jelas
Pasal 23 . Cukup jelas
Pasal 24 . Cukup jelas
Pasal 25 . Cukup jelas
Pasal 26 . Cukup jelas
Pasal 27 . Cukup jelas
Pasal 28 . Cukup jelas
Pasal 29 . Cukup jelas
Pasal 30 . Cukup jelas
Pasal 31 . Cukup jelas
Pasal 32 . Cukup jelas
Pasal 33 . Cukup jelas
Pasal 34 . Cukup jelas
Pasal 35 . Cukup jelas
Pasal 36 . Cukup jelas
Pasal 37 . Cukup jelas
Pasal 38 . Cukup jelas
Pasal 39 . Cukup jelas
Pasal 40 . Cukup jelas
Pasal 41 . Cukup jelas
Pasal 42 . Cukup jelas
Pasal 43 . Cukup jelas
Pasal 44 . Cukup jelas
Pasal 45 . Cukup jelas
Pasal 46 . Cukup jelas
Pasal 47 . Cukup jelas
Pasal 48 . Cukup jelas
Pasal 49 . Cukup jelas
Pasal 50 . Cukup jelas
Pasal 51 . Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 08
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 19 TAHUN 2010

TANGGAL : 20 Nopember 2010

KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS

PARAMETER | SATUAN | - KELASm - KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
FISIKA
Temperatur °C deviasi deviasi | deviasi | deviasi | Deviasi temperatur
3 3 3 5 dari keadaan

alamiahnya

Residu terlarut mg/I 1000 1000 1000 2000

Residu mg/I 50 50 400 400 Bagi pengolahan air

tersuspensi minum secara
konvensional residu
tersuspensi mg/l

KIMIA ANORGANIK

pH 6-9 6-9 6-9 5-9 Apabila secara
alamiah di luar
rentang tersebut, maka
ditentukan
berdasarkan kondisi
alamiah

BOD mg/I 2 3 6 12

COD mg/l 10 25 50 100

DO mg/l 6 4 3 0 Angka batas minimum

Total fosfat sbg mg/I 0,2 0,2 1 5

P

NOzsebagai N mg/I 10 10 20 20

NHs-N mg/l 0,5 ) ) ) Bagi Perikanan,
kandungan amonia
bebas untuk ikan yang
peka< 0,02 mg/I
sebagai NHl

Arsen mg/l 0,05 1 1 1

Kobalt mg/I 0,2 0,2 0,2 0,2

Barium mg/I 1 () (-) (-)

Boron mg/I 1 1 1 1

Selenium mg/I 0,01 0,05 0,05 0,05

kadmium mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01

Khrom (VI) mg/I 0,05 0,05 0,05 1

Tembaga mg/l 0,02 0,02 0,02 0,2 Bagi pengolahan air
minum secara
konvensional, C« 1
mg/I

Besi mg/I 0,3 ) ) ) Bagi pengolahan air
minum secara
konvensional F&
5mg/L

Timba! mg/I 0,03 0,03 0,03 1 Bagi pengolahan air
minum secara
konvensional, Pk 0,1
mg/I
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PARAMETER | SATUAN | T KELASHI ~ KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7

Mangan mg/l 0,1 () (-) (-)

Air Raksa mg/l 0,001 0,002 0,002 0,006

Seng mg/I 0,05 0,05 0,05 2 Bagi pengolahan a
minum secara
konvensional, Zx 5
mg/I

Khlorida mg/l 600 (-) (-) (-)

Sianida mg/l 0,02 0,02 0,02 (-)

Fluorida mg/l 0,5 1,5 15 (-)

Nitrit sebagai N mg/I 0,06 0,06 0,06 ) Bagi pelagpan air
minum secara
konvensional, N@N
<1 mgl/l

Sulfat mg/l 400 () (-) (-)

Khlorin bebas mg/l 0,03 0,03 0,03 ) Bagi ABAMaid
dipersyaratkan

Belerang sebagai  mg/l 0,002 0,002 0,002 ) Bagi pengolahan ai

H2S minum secara
konvensional, S
sebagai HIS<0,1
mg/I

MIKROBIOLOGI
-Fecal coliform Jml/100| 100 1000 2000 2000| Bagi pengolahan ai
ml minum secara
Total coliform Jml/200 | 1000 5000 10000 10000 konvensional, fecal
ml coliform < 2000
JmI/100 ml dan Total
coliform < 10000
JmI/100 ml
RADIOAKTIVITAS
- Gross — A Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1
- Gross — B Bq/l 1 1 1 1
KIMIA ORGANIK

Minyak dan po/l 1000 1000 1000 )

lemak

Detergen sbg po/l 200 200 200 O]

MBAS

Senyawa fenol po/l 1 1 1 O]

sebagai fenol

BHC ug/l 210 210 210 )

Aldrin/Dieldrin ugll 17 ) ) )

Chlordane pa/l 3 () (-) (-)

DDT ugll 2 2 2 2

Heptachlor dan pno/l 18 ) ) )

heptachlor

epoxide

Lindane pa/l 56 () (-) (-)

Methoxychlor pall 35 (-) (-) ()

Endrin pa/l 1 4 4 )

Toxaphan pno/l 5 () ) )
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Keterangan :

mg = miligram

Hg = mikrogram

ml = mililiter

I = liter

Bq = Bequerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance
ABAM = Air Baku Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut.

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecualikuptd dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boletakg atau lebih dari nilai yang tercantum.
Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas tésud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.
Tanda< adalah lebih kecil atau sama dengan.

Tanda < adalah lebih kecil.

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum WALIKOTA PASURUAN,
Ttd, Ttd,
SUDIONO, SH, M.Hum AMINUROKHMAN
Pembina Tingkat |

NIP. 19570216 198603 1 006
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